BAB IV
PENUTUP

4.1 Ringkasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab
sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur dan tata cara pemungutan pajak reklame telah sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011, meliputi objek
dan subjek pajak reklame, perijinan reklame, pengenaan tarif dan
perhitungan pajak reklame. Hanya saja untuk bagian tata cara
pemungutun pajak reklame sedikit ada perbedaan antara PERDA
dengan kenyataannya. Hal ini dikarenakan pihak Dinas ingin prosedur
pemungutan pajaknya dilakukan lebih rinci guna mempermudah
petugas maupun penyelenggara.

2. Cara menghitung besarnya pajak reklame yaitu perkalian antara Nilai
Pembuatan Reklame dengan Nilai Strategia Pemasangan Reklame,
jumlah, ukuran dan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Nilai
Pembuatan Reklame dihitung berdasarkan dari faktor jenis dan bahan
yang digunakan. Nilai Strategis Pemasangan Reklame ditentukan
berdasarkan Kawasan dan Kelas Jalan. Kawasan dan kelas jalan
diklasifikasikan berdasarkan lokasi penempatan Reklame yang
ditentukan oleh sudut pandang, lebar jalan dan tingkat kepadatan. Tarif
Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

3. Sanksi yang diberikan kepada penyelenggara reklame yang melanggar
adalah berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
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4.2 Saran

Dari ringkasan di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota

Semarang dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Reklame, di

sarankan beberapa hal, sebagai berikut :

1.

Pemerintah Daerah Kota Semarang dan Dinas Penataan Ruang Kota
Semarang dalam meningkatkan penerimaan terhadap pajak reklame perlu
mengadakan sosialisasi guna menjelaskan kepada masyarakat mengenai
Reklame. Agar masyarakat lebih memahami dan mengerti tentang
reklame baik dari segi pajak, retribusi, maupun ijin reklame.
Mengembangkan potensi titik reklame baru pada lahan kota.
Menyesuaikan target penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan potensi.
Lebih mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian reklame yang
sudah habis masanya maupun yang titak memiliki ijin mendirikan
reklame.

Dalam hal sanksi, sebaiknya pemerintah lebih tegas lagi dalam memberi
sanksi kepada penyelenggara reklame yang melanggar Peraturan
Pemerintah Daerah Kota Semarang supaya memberikan efek jera.



